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ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan adalah salah satu isu penting yang menjadi perhatian
bagi pemerintah daerah karena merupakan ukuran utama yang menunjukkan
pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap tugas dan wewenang yang telah
dilimpahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good
Government Governance, Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dari 68 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar. Jumlah
responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105, yang terdiri dari Pejabat
Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK-SKPD), Bendahara Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan,
Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar. penelitian ini menggunakan
kuesioner dengan skala likert 1-4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good
Government Governance (GGG), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan, Sistem
Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini disebabkan oleh penerapan Sistem
Pengendalian Internal yang tidak optimal dan belum diimbangi dengan budaya
organisasi yang baik seperti integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian,
Pemerintah Daerah perlu secara aktif meningkatkan kompetensi SDM,
mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menerapkan
PSAP dalam pelaporan keuangan, serta memperkuat dan mengevaluasi SPI secara
berkala.

Kata-kata kunci: kualitas laporan keuangan, good government governance, sistem
pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, sumber daya manusia
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ABSTRACT

The quality of financial statements is one of the important issues of concern to the
local government because it is the main measure that shows the accountability of
the Head of the Region for the duties and authorities that have been delegated. This
study aims to determine the effect of good government governance, internal control
system, implementation of government accounting standards, and competence of
human resources on the quality of local government financial reports. The data used
in this study are primary data from 68 Regional Work Units in Blitar City. The
number of respondents used in this study were 105, consisting of the Regional
Financial Administration Officer (PPK-SKPD), the Treasurer of the Regional Work
Unit (SKPD), and the Accounting and Reporting Section of the Regional Revenue,
Finance and Assets Office (BPKAD) of Blitar City. This research used a
questionnaire with a Likert scale of 1-4. The results of this study indicate that good
government governance (GGG), the implementation of government accounting
standards (GAS), and the competence of human resource (HR) have a positive
effect on the quality of local government financial reports (LGFR). Meanwhile, the
internal control system (ICS) has no effect on the quality of local government
financial reports (LGFR). This is due to the application of the internal control
system that is not optimal and has not been balanced with a good organizational
culture such as integrity and accountability. Thus, local governments need to
actively enhance human resource competencies, uphold the principles of good
governance, implement Government Accounting Standards (GAS) in financial
reporting, and strengthen and regularly evaluate the Internal Control System (ICS).

Keywords: quality of financial reports, good government governance, internal
control system, government accounting standards, human resource
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi
perhatian lebih bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut mencerminkan tingkat
akuntabilitas Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan
serta dalam mengelola organisasi secara transparan dan bertanggung jawab (Fitriani
et al., 2024). Informasi keuangan yang berkualitas akan membantu masyarakat dan
pihak berkepentingan yang bertindak sebagai pengguna laporan keuangan dalam
meminimalisir ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan pada fokus tertentu
(Bawono et al., 2021). Informasi ini juga dapat membantu kebutuhan pengguna
dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berhubungan dengan
tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara transparan.

Tuntutan masyarakat mengenai penyajian laporan keuangan daerah yang
berkualitas menjadi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Government Governance). Good Government Governance atau tata kelola
pemerintahan yang baik merupakan pola sikap dan tindakan dalam menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan
karakteristik dasar good governance pada sektor publik (Azzindani & M. Irwan,
2020). Terwujudnya Good Government Governance adalah suatu bentuk

keberhasilan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membantu



pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah Daerah diharapkan
dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk tanggung
jawab atas wewenang dan kepercayaan publik yang telah diberikan (Nirwana &
Darmawaty, 2023). Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas,
Pemerintah Daerah harus mencermati karakteristik-karakteristik yang menjadi
standar kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa
karakteristik kualitatif yang menjadi skala normatif pada penyajian laporan
keuangan, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Ketetapan ini menuntut agar laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji
atau materialitas, objektif, serta dapat diverifikasi (Sarwono & Munari, 2022).
Menurut Asdi & Munari (2023), laporan keuangan yang telah menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang akuntabel.
Hal ini karena Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar pokok dan
pedoman akuntansi yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintahan, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah no. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan
keandalan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan
dan aset serta pelayanan publik (Haryanto, 2023). Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitatif dapat

merepresentasikan kualitas dari laporan keuangan tersebut.



Kualitas LKPD juga dapat direpresentasian melalui dampak peninjauan yang
dituangkan dalam bentuk opini oleh Badadn Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah
satu opini yang diberikan oleh BPK adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang telah diperiksa
menyajikan informasi secara wajar dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku, sehingga dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas (BPK,
2020). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI (2024) dalam Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester I tahun 2024, jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang dapat disebut dengan LKPD tahun 2023 yang memperoleh opini WTP
mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022.
Penurunan yang terjadi sebesar 1,2 %, yaitu tahun 2022 sebanyak 496 dari 542
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini WTP,
sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 493 dari 546 LKPD yang memperoleh opini
WTP. Di sisi lain, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini
dari WDP menjadi WTP pada 16 LKPD. Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada
opini LKPD tentunya disebabkan oleh beberapa faktor atau aspek yang dapat
memengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Satu diantara aspek penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan
Pemerintah Daerah adalah  penerapan Sistem Pengendalian Internal. Hasil
pemeriksaan BPK pada laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
Semester I tahun 2024 mengungkapkan bahwa terdapat 8.078 temuan yang memuat
5.426 permasalahan kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal. Permasalahan

kelemahan SPI ini meliputi 29 % permasalahan kelemahan sistem pengendalian



akuntansi dan pelaporan, 54 % permasalahan kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 17 % permasalahan kelemahan
struktur pengendalian internal (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2024). Sistem
Pengendalian Internal berperan penting dalam peningkatan kinerja, tanggung jawab,
serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara guna terwujudnya laporan
keuangan yang berkualitas (Ibrahim et al., 2024). Selain itu, penerapan Sistem
Pengendalian Internal merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan yang
diamanatkan dalam UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
pasal 56 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang bertindak sebagai pengguna anggaran harus memastikan bahwa
pengelolaan APBD serta akuntansi keuangan telah dilakukan dengan menerapkan
Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Untuk menerapkan SAP serta SPI yang efektif, diperlukan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang kompeten serta memiliki pemahaman mendalam tentang
akuntansi pemerintah serta operasional pemerintahan (Indrayani & Widiastuti,
2020). Kualitas Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu aspek penting dalam
penentuan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi Sumber
Daya Manusia akan mendukung kualitas dari penyusunan dan penyajian laporan
keuangan (Nilamsari ef al., 2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia itu sendiri
merupakan kapasitas atau kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau suatu
sistem yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku dalam

menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara



efektif dan efisien (Aprsiansyah et al., 2020). Penyusunan, penyajian dan pelaporan
keuangan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten serta memahami secara
mendalam tentang akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan
yang andal dan berkualitas.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor
determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang
dilakukan oleh (Haryanto, 2023) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian
Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Qomah & Ismunawan (2021) dan Maydiyanti ef al., (2020) yang
menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi
Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumaryati et al., (2020)
menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain mengenai
kompetensi Sumber Daya Manusia juga telah dilakukan oleh Bawono ef al., (2021)
dan Haryanto (2023) yang menghasilkan pernyataan bahwa kompetensi Sumber
Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Qomah
& Ismunawan (2021) dan Maydiyanti et al., (2020) yang menyatakan bahwa
kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.



Selain itu, penelitian mengenai Good Government Governance juga telah
dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Darmawaty
(2023) menyatakan bahwa Good Government Governance memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini selaras
dengan penelitian yang dilakukan oleh Philadhelpia ez al., (2020) yang menyatakan
bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Government Governance
berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021) juga menyatakan bahwa Sistem
Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Good Government
Governance berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini adalah adaptasi dari penelitian yang dikemukakan oleh
Haryanto (2023), dengan menghilangkan variabel teknologi informasi. Keputusan
ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2023) ; Maydiyanti
et al., (2020; Qomah & Ismunawan (2021), yang menyatakan bahwa teknologi
informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Kesenjangan hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal,
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia
mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komponen-
komponen tersebut dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain
itu, pentingnya Good Government Governance dalam peningkatan kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi dasar peneliti untuk meneliti lebih
mendalam pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan IHPS BPK, dalam 10 tahun terakhir (2013-2023) terdapat



ketidakkonsistenan dalam perolehan opini WTP terhadap LKPD pada beberapa
Pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih
pemerintah Kota Blitar sebagai objek penelitian karena Kota Blitar merupakan satu-
satunya kota di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) 14 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Hal ini tentunya
berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Blitar
(Pemerintah Kota Blitar, 2024). Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP sebagai
wujud dari pelaporan keuangan yang berkualitas

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan serta adanya gap penelitian,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Determinan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Government Governance, penerapan
Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan

manfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



. Apakah Good Government Governance (GGG) berpengaruh terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas,

maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Menganalisis pengaruh Good Government Governance terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

. Menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat untuk:



1. Manfaat Teoritis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu
pengetahuan yang lebih luas terkait dengan bidang akuntansi,
khususnya Akuntansi Sektor Publik.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi
peneliti selanjutnya mengenai faktor determinan kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

pihak yang terkait pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a.

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai faktor determinan kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat untuk pengembangan penelitian dalam bidang Akuntansi
Sektor Publik, khususnya mengenai faktor determinan kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Stewardship Theory

Stewardship Theory merupakan paradigma yang berfokus terkait dengan
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Teori ini pertama kali
dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) yang mendefinisikan sebagai
keadaan ketika manajer tidak memiliki kepentingan pribadi melainkan lebih
mementingkan kepentingan pemilik. Teori stewardship berdasar pada psikologi dan
sosiologi yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pengelola bertindak sesuai
dengan kepentingan pemilik. Apabila terdapat ketidakselarasan kepentingan,
manajer akan memilih untuk bekerja sama daripada menentang, hal ini karena
manajer berpendapat bahwa kepentingan bersama dan bertindak sesuai dengan
kepentingan pemilik merupakan sebuah pertimbangan yang lebih rasional dalam
mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007). Dalam hal ini, pemerintah bertindak
sebagai manajer yang memiliki fokus utama dalam pengelolaan sumber daya serta
masyarakat bertindak sebagai pemilik (Indrayani & Widiastuti, 2020). Pemerintah
sebagai manajer memiliki tugas utama melayani publik dan menjamin
kesejahteraan masyarakat (Jauhari et al., 2021).

Di antara wujud pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku bentuk
akuntabilitas adalah pelaporan keuangan daerah yang berkualitas. Perwujudan
akuntabilitas dapat dilakukan dengan peningkatan tata kelola yang baik oleh

pemerintahan. Tata kelola yang baik mencerminkan pelayanan dan tanggung jawab

10
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pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang efektif guna
kesejahteraan publik (Nirwana & Darmawaty, 2023). Selain itu, implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pelaporan keuangan daerah juga
merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Standar
Akuntansi Pemerintahan memuat prinsip-prinsip yang dapat membantu pemerintah
dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai dengan kualitas yang
dikehendaki (Jauhari et al., 2021). Untuk memastikan penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang benar, diperlukan Sistem Pengendalian Internal yang baik.
Sistem Pengendalian Internal juga merupakan hal penting yang harus
dipertimbangkan guna meminimalisir adanya hambatan atau permasalahan dalam
proses pencapaian tujuan organisasi (Gustina, 2021). Selain itu, upaya pemerintah
untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik juga harus didukung dan
diperkuat dengan Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai komponen utama
dalam menjalankan kegiatan yang bersangkutan dengan peningkatan kualitas
laporan keuangan. Apabila Pemerintah Daerah memiliki komitmen penuh dalam
pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan,
penerapan Sistem Pengendalian Internal, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta
mempertimbangkan tata kelola pemerintah yang baik, maka meningkatkan
kesejahteraan publik dan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Pemerintah Daerah memiliki
komitmen penuh dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada Standar
Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Internal, kompetensi

Sumber Daya Manusia, serta mempertimbangkan tata kelola pemerintah yang baik,



12

maka hal tersebut akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap peningkatan
kesejahteraan publik. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah juga akan semakin tumbuh seiring dengan meningkatnya integritas dan

akurasi dalam pelaporan keuangan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Satu dari wujud transparansi dan manifestasi pertanggungjawaban kinerja
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah
adalah penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Sarwono &
Munari, 2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan harus
memuat informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna. Menurut
Ridzal et al., (2022), laporan keuangan yang berkualitas idealnya adalah laporan
keuangan yang merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan yang akurat dan
mendekati kebenaran. Sehingga, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan Pemerintah
Daerah serta kepentingan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, terdapat beberapa karakteristik kualitatif atau ukuran normatif yang
perlu direalisasikan agar laporan Pemerintah Daerah dapat menjadi laporan yang
berkualitas, antara lain:

1. Relevan
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Laporan keuangan dapat dinilai relevan apabila informasi yang ada di
dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna. Informasi tersebut dapat
membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa
lalu atau masa kini dan memprediksi peristiwa di masa yang akan datang.
Informasi yang relevan disajikan tepat waktu dan selengkap mungkin, serta
mencakup semua informasi akuntansi yang harus dijabarkan dengan jelas.
Andal

Laporan keuangan yang andal adalah laporan yang memuat informasi yang
merepresentasikan dengan jujur dan wajar atas peristiwa dan transaksi yang
terjadi. Informasi yang telah disajikan dapat diuji kebenarannya dan
menghasilkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda. Informasi yang andal juga
bersifat netral dan tidak berpihak pada pihak atau kebutuhan tertentu.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan yang
dimiliki oleh entitas lain berdasar pada kebijakan akuntansi yang diterapkan.
Hal ini agar laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pengguna dan pihak
yang berkepentingan. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila
entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Sedangkan, perbandingan eksternal dilakukan apabila entitas lain selaku objek
perbandingan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Dapat Dipahami
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Informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dijelaskan dengan bahasa dan istilah yang sesuai dengan
pemahaman pengguna. Dalam hal ini, pengguna atau pihak yang
berkepentingan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta
kemauan untuk mempelajari informasi yang telah disajikan.

Jadi, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan
keuangan yang memenuhi empat karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan
dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga mencapai standar kualitas yang
diharapkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas
merepresentasikan kualitas dari pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. Hal ini, dapat memengaruhi tuntutan dan kepercayaan publik serta
membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap

memperhatikan kendala yang mungkin terjadi.

2.3 Good Government Governance

Good Government Governance (GGG) biasa disebut dengan manajemen
pemerintah yang optimal ialah sebuah struktur atau pedoman dalam pengambilan
keputusan dan perilaku pada pemerintahan dalam memastikan tercapainya tujuan
organisasi dengan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan
(Kewo & Tanor, 2020). Terwujudnya tata kelola yang baik dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan daerah. Pengelolaan

yang menjadi perhatian publik ini mengarah kepada pengelolaan keuangan dan
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laporan keuangan yang disajikan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyajikan
laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang
dan kepercayaan publik yang telah diberikan (Nirwana & Darmawaty, 2023).

United Nation Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa
terdapat sembilan prinsip Good Government Governance yang harus menjadi
pedoman dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebagai
berikut (Inayati ef al., 2024).

a. Partisipasi, mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan untuk
berasosiasi, mengemukakan pendapat, dan berkontribusi secara konstruktif.

b. Supremasi hukum, setiap individu dan lembaga diperlakukan secara adil
dan setara tanpa adanya diskriminasi di hadapan hukum. Hal ini dapat
menciptakan kepercayaan dan kepatuhan publik terhadap peraturan yang
berlaku.

c. Transparansi, transparansi didasarkan pada kebebasan dan kemudahan
masyarakat dalam memperoleh serta mengakses informasi mengenai
kepentingan publik.

d. Daya tanggap, dalam hal pelayanan publik, organisasi pemerintahan harus
responsif dan sejalan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat atau

pihak yang berkaitan.
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e. Consensus Orientation, Pemerintah harus menitikberatkan pada pemenuhan
kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan mencari kesepakatan terbaik
untuk masing-masing pihak.

f. Keadilan, setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk
mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan.

g. Efektivitas dan Efisiensi, berdaya guna (efisien) dan berhasil mencapai
tujuan (efektif) dalam pengelolaan sumber daya.

h. Akuntabilitas, pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik atas setiap
program, kegiatan, tindakan, serta kebijakan yang telah dilaksanakan.

i. Visi Strategis, Pemerintah bersama masyarakat harus memiliki rencana,
pandangan, dan tujuan berkelanjutan di masa mendatang yang berkaitan
dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Namun, UNDP menyatakan bahwa dari kesembilan prinsip Good
Government Governance terdapat empat prinsip utama yang saling berkaitan dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi,
keterbukaan, dan supremasi hukum (Kompas.com, 2022). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa, tata kelola pemerintahan merupakan pedoman Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan publik yang memiliki sembilan
komponen penting dan empat prinsip utama yang harus direalisasikan. Tata kelola
pemerintah yang semakin baik merepresentasikan peningkatan kualitas dari

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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2.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,
Sistem Pengendalian Internal adalah tahapan yang melibatkan tindakan yang secara
terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui kegiatan yang
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi keandalan
dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki
beberapa unsur yang menjadi satu kesatuan dan bagian integral dari kegiatan
instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut.

a. Lingkungan pengendalian

b. Penilaian risiko

c. Kegiatan pengendalian

d. Informasi dan komunikasi

e. Pemantauan pengendalian internal

Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam peningkatan kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
peraturan pemerintah bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, entitas memiliki keharusan untuk
melakukan pengendalian internal atas pengelolaan kegiatan pemerintahan.
Pengendalian internal diperlukan dalam mengidentifikasi dan menganalisis terkait
permasalahan yang ada atau mungkin dapat terjadi, sehingga dapat meminimalisir

hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Gustina, 2021).
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Sistem Pengendalian Internal merupakan
salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam
peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan Sistem
Pengendalian Internal yang baik dalam pemerintahan mencerminkan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan.

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dasar akuntansi
yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah,
sehingga memiliki peran penting atas keandalan dan kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sebagai ketentuan
mutlak yang menjadi acuan dan pedoman utama Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dalam penyusunan dan peningkatan kualitas (Philadhelpia ef al., 2020).
Laporan keuangan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan kualitas dan kebenarannya (Asdi & Munari, 2023).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
dasar dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi acuan dalam mengukur

kualitas laporan keuangan, karena jika suatu entitas menerapkan Standar Akuntansi
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Pemerintahan dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan

entitas tersebut.

2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pergantian peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentunya membawa perubahan besar dan signifikan dalam manajemen
keuangan pemerintah. Perubahan ini meliputi perubahan ruang lingkup dan basis
akuntansi serta komponen-komponen dalam laporan keuangan (Direktorat Jendral
Perbendaharaan, 2022). Perubahan peraturan SAP menuntut adaptasi yang lebih
besar dari Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab dalam penyusunan,
penyajian, dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan
Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang terkait. Kompetensi Sumber
Daya Manusia itu sendiri merupakan kapasitas atau kemampuan individu,
kelompok, organisasi, atau suatu sistem yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan,
sikap serta perilaku dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Aprsiansyah er al., 2020).
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh Sumber Daya Manusia yang
kompeten dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menghasilkan laporan
keuangan yang andal dan akuntabel.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan hal
penting yang mendukung perwujudan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. Sumber Daya Manusia harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk
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memahami sistem dan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk itu, kompetensi
Sumber Daya Manusia yang semakin baik akan meningkatkan kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Variabel dan Metode . .
No. " Hasil Penelitian
(Tahun) Penelitian
1. | Maydiyanti et al., | Variabel Independen: 1. SAP, SAKD, dan SPI
(2020) Standar Akuntansi berpengaruh positif

Pemerintahan, Sistem terhadap kualitas
Akuntansi Keuangan LKPD.
Daerah, Sistem 2. Teknologi informasi
Pengendalian Internal, dan kompetensi SDM
Teknologi Informasi, tidak berpengaruh
Kompetensi Sumber terhadap kualitas
Daya Manusia LKPD.
Variabel Dependen:

Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Metode Penelitian:

Kuantitatif (data
primer)
2 Sumaryati ef al., | Variabel Independen: 1. Kualitas SDM
(2020) Sistem Informasi berpengaruh positif

Akuntansi, Sistem terhadap kualitas

Pengendalian Internal, Laporan Keuangan

kompetensi Sumber Pemerintah Daerah.

Daya Manusia. 2. SIA dan SPI tidak
berpengaruh terhadap

Variabel Dependen: kualitas Laporan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

(dilanjutkan.....)
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Nama Peneliti Variabel dan Metode : .

No. oo Hasil Penelitian

(Tahun) Penelitian
Keuangan Pemerintah
Daerah
Metode Penelitian :
Kuantitatif (data
primer)

3 Philadhelpia et Variabel Independen: 1. Standar Akuntansi

al., (2020) Kompetensi Sumber Pemerintahan dan
Daya Manusia, Standar good governance
Akuntansi berpengaruh positif
Pemerintahan, Good terhadap kualitas
Governance, Sistem LKPD.
Pengendalian Internal 2. Kompetensi Sumber
Daya Manusia dan
Variabel Dependen: Sistem Pengendalian
Kualitas Laporan Internal tidak
Keuangan berpengaruh terhadap
kualitas LKPD.
Metode Penelitian:
Kuantitatif (data
primer)

4 Qomah & Variabel Independen: 1. Penerapan SAP dan
Ismunawan Penerapan Standar SPI berpengaruh
(2021) Akuntansi positif terhadap

Pemerintahan, Sistem kualitas LKPD.
Pengendalian Internal, 2. Kompetensi SDM
Kompetensi Sumber dan pemanfaatan
Daya Manusia, teknologi informasi
Pemanfaatan Teknologi tidak berpengaruh
Informasi terhadap kualitas
LKPD.

Variabel Dependen:
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Metode Penelitian:
Kuantitatif (data
primer)

5 Bawono et al., Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya

(2021)

Kompetensi Sumber
Daya Manusia, Sistem
Informasi Akuntansi,

Manusia, SIA, dan SPI
berpengaruh positif
terhadap Kualitas LKPD.

(dilanjutkan.....)
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No.

Nama Peneliti
(Tahun)

Variabel dan Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Sistem Pengendalian
Internal.

Variabel Dependen:
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah.

Metode Penelitian:
Kuantitatif (data
primer)

Maulana (2021)

Variabel Independen:
Sistem Akuntansi
Pemerintahan, Sistem
Pengendalian Internal,
Good Governance

Variabel Dependen:
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Metode Penelitian:
Kuantitatif (data
primer)

SAP, SPI, dan good
governance berpengaruh

positif terhadap kualitas
LKPD

Nirwana &
Darmawaty

(2023)

Variabel Independen:
Good governance

Variabel Dependen:
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Metode Penelitian:
Kuantitatif (data
primer)

Good governance
berpengaruh positif
terhadap kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah.

Haryanto (2023)

Variabel Independen:
Standar Akuntansi
Pemerintahan,
Teknologi Informasi,
Sistem Pengendalian
Internal, Sumber Daya
Manusia.

1. SAP, SPI, dan SDM
berpengaruh positif
terhadap kualitas
LKPD.

2. Teknologi informasi
tidak berpengaruh

(dilanjutkan.....

)
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Nama Peneliti Variabel dan Metode ) ..
No. .. Hasil Penelitian
(Tahun) Penelitian

terhadap kualitas
Variabel Dependen: LKPD.

Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Metode Penelitian:
Kuantitatif (data
primer)

Sumber: Data diolah (2024)

2.8 Urgensi Penelitian

Penelitian in1 memiliki urgensi yang tinggi karena adanya tuntutan
masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan yang
berkualitas. Masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK. Berdasarkan IHPS BPK dalam 10 tahun terakhir
(2013-2023), terdapat ketidakkonsistenan dalam perolehan opini WTP terhadap
LKPD pada beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam
penyusunan dan pelaporan keuangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh
Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini WTP
adalah indikator bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik, transparan,
akuntabel, serta telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena
itu, mempertahankan opini WTP sangat penting untuk menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah telah memenuhi standar pelaporan keuangan yang berkualitas.
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam mempertahankan opini WTP sebagai perwujudan pelaporan
keuangan yang berkualitas. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi
faktor-faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perolehan opini WTP,
sehingga dapat dilakukan penanganan dan pengambilan keputusan yang tepat.
Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang akan berdampak positif pada transparansi,
akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh
Haryanto (2023) yang menggunakan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah
sebagai variabel dependen dengan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi
Pemerintahan, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta Teknologi Informasi
sebagai variabel independen pada SKPD di Kota Semarang. Kontribusi penelitian
ini adalah penambahan variabel independen Good Government Governance yang
berdasar pada penelitian Nirwana & Darmawaty (2023). Good Government
Governance mencerminkan pelayanan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya yang efektif untuk
terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan
kesejahteraan publik.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang sama dengan terdahulu,
yaitu kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya dengan perbedaan daerah

penelitian, yaitu Kota Blitar. Kota Blitar dipilih sebagai objek penelitian karena



25

merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

2.9.1 Pengaruh Good Government Governance terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Good Government Governance merupakan suatu tuntutan yang harus
diwujudkan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyajikan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip dasar akuntansi
yaitu transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam
pengelolaan keuangan (Maulana, 2021). Tata kelola pemerintah yang baik
merepresentasikan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang baik, sehingga
dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu,
semakin baik tata kelola pemerintah, laporan keuangan yang dihasilkan dapat
semakin berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Maulana (2021); Nirwana & Darmawaty (2023); Philadhelpia et al., (2020) yang
menyatakan bahwa Good Government Governance berpengaruh positif terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

Good Government Governance berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama
sebagai berikut:
H1: Good Government Governance berpengaruh positif terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.9.2 Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses atau tindakan yang
dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengawasi kinerja dan mencegah adanya
tindak kecurangan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Penerapan
Sistem Pengendalian Internal dapat mendukung pemerintah dalam mencapai
sasaran manajemen dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
dengan adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Alani, 2022). Oleh karena
itu, Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam peningkatan kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas yang memiliki Sistem Pengendalian
Internal yang baik, maka memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan
akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto
(2023) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif
terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan
oleh Maydiyanti ef al., (2020) dan Qomah & Ismunawan (2021) juga menyatakan
bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai
berikut:
H2: Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.9.3 Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman utama dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang
disusun harus memenuhi kriteria kualitatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mencakup relevan, andal, dapat dibandingkan,
dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi ukuran-ukuran normatif dapat disebut
sebagai laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas (Asdi & Munari, 2023).
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang efektif dapat meningkatkan kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Haryanto (2023); Maydiyanti et al., (2020); Qomah & Ismunawan (2021) yang
menghasilkan kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh
positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai
berikut:
H3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif
terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.9.4 Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan komponen pertama dan utama dari setiap
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Mitjo et al., (2022). Dalam pengelolaan dan
penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang
kompeten yang mana memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidangnya, yaitu
akuntansi pemerintah serta memahami tanggung jawab yang telah dilimpahkan.
Sumber daya yang kompeten dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci
yang menciptakan integritas keuangan (Rahmawati et al., 2022). Dengan
terciptanya integritas keuangan dapat menciptakan laporan keuangan yang
berkualitas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kompetensi Sumber Daya
Manusia yang baik dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawono ez al., (2021) dan
Haryanto (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia
berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu

sebagai berikut:
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H4: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10 Rerangka Teoretis
Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan maka kerangka teoritis
digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Rerangka Teoritis

Stewardship Theory
Good Government Sistem Pengendalian Standar Akuntansi Kompetensi Sumber
Governance Internal Pemerintahan Daya Manusia

| | | |
!

Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Sumber: Data diolah (2024)
2.11 Desain Penelitian
Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan mengenai faktor-faktor dan
komponen yang memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
maka desain penelitian digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. Desain Penelitian



Good Government
Governance (X1)

Sistem Pengendalian
Internal (X2)

Standar Akuntansi

Pemerintahan (X3)

\
”/,,/*

Kompetensi Sumber

Daya Manusia (X4)

Kualitas Laporan
Keuangan

Pemerintah Daerah

)

Sumber: Data diolah (2024)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan meneliti populasi atau
sampel tertentu. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan berdasarkan filsafat positivisme (Sugiyono, 2016). Data dari
penelitian kuantitatif berupa numerikal dan dianalisis dengan menggunakan
prosedur statistik. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitas
kuantitatif. Pendekatan kausal mengkaji hubungan sebab-akibat antara dua variabel
atau lebih. Dalam hubungan kausal, terdapat variabel dependen sebagai akibat dan
variabel independen sebagai sebab (Sugiyono, 2013). Penelitian ini merupakan
penelitian kausal yang menggunakan metode survei untuk mengumpulkan

informasi berkaitan dengan pendapat dari beberapa responden yang representatif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif atau data dan informasi
yang didapatkan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2013). Sumber data yang pada
penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari
sumber asli dan bukan melalui perantara. Data primer dari penelitian ini berupa
jawaban dari responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar.
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar dengan pihak yang mengisi
adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara SKPD, serta
pegawai bidang akuntansi dan pelaporan. Sedangkan, sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
memenubhi kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab atas penyusunan dan
pelaporan keuangan.
2. Telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat SKPD

sesuai dengan standar yang berlaku dan dalam periode yang telah ditetapkan.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei.
Peneliti akan melakukan survei dengan mendistribusikan kuesioner atau angket
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Blitar. Kuesioner ini berisi
daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara jujur dan sesuai dengan
keadaan sebenarnya, yang mana didistribusikan dalam bentuk google form.
Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup, yaitu responden hanya dapat
memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti untuk menjawab pernyataan
yang ada. Proses pengisian kuesioner oleh responden dilakukan secara langsung

dengan memilih salah satu jawaban dari daftar pilihan jawaban pada formulir (form)



33

yang telah diberikan. Selain itu, telah terdapat penjelasan mengenai tujuan serta tata
cara pengisian kuesioner, sehingga dapat membantu dan mempermudah pengisian
oleh responden. Data yang didapatkan dari pengisian kuesioner akan masuk ke
dalam google spreadsheet yang telah terhubung dengan google form dan digunakan
untuk mengetahui faktor determinan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah di Kota Blitar.

3.5 Definisi Operasional Variabel
3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah dapat disebut juga variabel terikat merupakan
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas
atau variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Dependen

Variabel Definisi Indikator Alatukar ~ OXala Skor
operasional data
Kualitas Laporan 1) Relevan Kuesioner  4- 1= sangat
Laporan keuangan di 2) Andal Likert tidak
Keuangan tingkat SKPD 3) Dapat setuju
Pemerintah ~ yang memuat dibandingkan 2= tidak
Daerah informasi yang  4) Dapat dipahami setuju
memenuhi 3= setuju
karakteristik 4= sangat
kualitatif setuju
sehingga
akuntabel dan
dapat
diandalkan

Sumber: Data diolah (2024)
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Variabel independen dapat disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor,

atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen atau

menjadi sebab timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah Good Government Governance atau tata kelola

pemerintah yang baik, Sistem Pengendalian Internal,

Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Independen

Standar Akuntansi

Variabel S Indikator Alatukur X218 gpor
operasional data

Good Suatu struktur 1) Bertanggungjawab Kuesioner 4-Likert 1= sangat

Government  atau proses 2) Transparansi tidak

Governance  pengambilan 3) Integritas dan setuju
keputusan kepatuhan hukum 2= tidak
sebagai 4) Efisiensi dan setuju
pedoman dalam efektivitas 3= setuju
memastikan 4= sangat
tercapainya setuju
tujuan organisasi

Sistem Tindakan atau 1) Lingkungan Kuesioner  4-Likert 1= sangat

Pengendalian  kegiatan yang pengendalian tidak

Internal dilakukan secara 2) Penilaian risiko setuju
berulang oleh 3) Aktivitas 2= tidak
pimpinan dan pengendalian setuju
pegawai agar 4) Informasi dan 3= setuju
dapat mencapai komunikasi 4= sangat
tujuan organisasi 5) Pemantauan setuju

pengendalian
internal

Standar Prinsip-prinsip 1) PSAPNo. 1 Kuesioner  4-Likert 1= sangat

Akuntansi akuntansi yang tentang penyajian tidak

Pemerintahan  diterapkan laporan keuangan setuju
dalam 2) PSAP No. 2 2= tidak
penyusunan dan tentang laporan setuju
penyajian realisasi anggaran 3= setuju
laporan 3) PSAPNo.3 4= sangat
keuangan tentang laporan setuju
pemerintah arus kas

4) PSAPNo. 4

tentang catatan
atas laporan
keuangan

(dilanjutkan.....)
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Definisi

Variabel .
operasional

Skala

Indikator data

Alat ukur

Skor

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

PSAP No. 5
tentang akuntansi
persediaan

PSAP No. 6
tentang akuntansi
investasi

PSAP No. 7
tentang aset tetap
PSAP No. 8
tentang akuntansi
konstruksi dalam
pengerjaan

PSAP No. 9
tentang akuntansi
kewajiban

PSAP No. 10
tentang koreksi
kesalahan

PSAP No. 11
tentang laporan
keuangan
konsolidasi
PSAP No. 12
tentang laporan
operasional

Kompetensi
Sumber Daya
Manusia

Kemampuan
yang dimiliki
oleh individu
dalam
menjalankan
fungsi dan
tanggung jawab
untuk mencapai
tujuan

1)
2)
3)

Pengetahuan Kuesioner  4-Likert
Keterampilan

Sikap dan perilaku

1= sangat
tidak
setuju

2= tidak
setuju

3= setuju
4= sangat
setuju

Sumber: Data diolah (2024)

3.6 Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk mengetahui

pengaruh variabel independen yaitu Good Government Governance, Sistem

Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber

Daya Manusia terhadap variabel dependen yaitu kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Seluruh pernyataan yang termuat dalam kuesioner penelitian
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ini diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi terkait dengan variabel

yang akan diteliti.

Masing-masing variabel menggunakan instrumen yang

diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alani (2022) dan Rahma (2019).

Berikut merupakan kisi-kisi instrumen yang dimuat dalam kuesioner.

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner

aset tetap

No. Variabel Indikator No. Butir Referensi
1. | Kualitas Relevan 1,2,3,4 Alani (2022)
Laporan Andal 5,6,7,8,9
Keuangan Dapat dibandingkan 10
Pemerintah | Dapat dipahami 11
Daerah
2. | Good Bertanggungjawab 1,23 Alani (2022)
Government | Transparansi 4,5,6
Governance | Integritas dan 7,8
kepatuhan hukum
Efisiensi dan efektivitas 9,10
3 Sistem Lingkungan 1,2,3 Alani (2022)
Pengendalian | pengendalian
Internal Penilaian risiko 4,5,6
Aktivitas pengendalian 7,8
Informasi dan 9,10,11
komunikasi
Pemantauan 12,13,14
pengendalian internal
4, Standar PSAP No. 1 tentang 1,2,3 Rahma
Akuntansi penyajian laporan (2019)
Pemerintahan | keuangan
PSAP No. 2 tentang 4,5,6
laporan realisasi
anggaran
PSAP No. 3 tentang 7,8
laporan arus kas
PSAP No. 4 tentang 9
catatan atas laporan
keuangan
PSAP No. 5 tentang 10,11
akuntansi persediaan
PSAP No. 6 tentang 12
akuntansi investasi
PSAP No. 7 tentang 13,14

(dilanjutkan......)
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(.......lanjutan)
No. Variabel Indikator No. Butir Referensi
PSAP No. 8 tentang 15,16
akuntansi konstruksi
dalam pengerjaan
PSAP No. 9 tentang 17
akuntansi kewajiban
PSAP No. 10 tentang 18
koreksi kesalahan
PSAP No. 11 tentang 19
laporan keuangan
konsolidasi
PSAP No. 12 tentang 20
laporan operasional
5. | Kompetensi | Pengetahuan 1,2,3 Alani (2022)
Sumber Daya | Keterampilan 4,5,6
Manusia Sikap dan perilaku 7,8,9

Sumber: Data diolah (2024)

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 4-Likert. Skala likert

adalah skala yang digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang

maupun sekelompok orang terkait fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala likert

yang digunakan berdimensi 4, dengan rentang nilai 1 sampai 4.

Tabel 5. Skor Skala 4-Likert

Jawaban Skor
Sangat Setuju (SS) 4
Setuju (S) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber: Data diolah (2024)

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran mengenai

karakteristik masing-masing variabel yaitu mean, median, nilai maximum dalam
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variabel sampel, nilai minimum dalam variabel sampel, dan standar deviasi atau

simpangan baku

3.7.2 Uji Outer Model

1.

Uji Convergent Validity

Uji Convergent Validity digunakan untuk mengukur seberapa besar
keterkaitan indikator-indikator yang digunakan dengan konstruk atau variabel
laten. Validitas konvergen mengindikasikan bahwa indikator-indaktor yang
digunakan secara konsisten menggambarkan dan mendasari satu variabel
laten tertentu. Apabila nilai outer loadings > 0,707, maka memenubhi validitas
konvergen dan memiliki nilai validitas yang tinggi (Chin, 1998).

Average Variance Extraced (AVE)

AVE digunakan untuk mengukur seberapa baik validitas konvergen dan
seberapa besar satu variabel laten mampu menjelaskan varian dari indikator-
indikatornya dalam rata-rata. Apabila nilai AVE > 0,5, maka menggambarkan
validitas konvergen yang baik dan memilki arti bahwa variabel laten mampu
menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam
rata-rata (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
konsistensi alat ukur ketika dilakukan pengukuran ulang atau memastikan alat
ukur tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten. Penelitian ini
menggunakan metode Cronbanch Alpha. Jika nilai Cronbanch Alpha > 0.7,

maka dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).
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3.7.3 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah
variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi atau tidak. Data

dianggap tidak memiliki gejala multikolinearitas jika memiliki nilai VIF kurang

dari 5 (Sarstedt et al., 2017).

3.7.4 Uji Inner Model
1.  Uji Koefisien Determinasi (R?)
Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar
kontribusi variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen.
Apabila nilai Adjusted R-Square semakin besar dan mendekati nilai 1, maka
variabel independen berpengaruh terhadap wvariabel dependen. Namun,
apabila nilai Adjusted R-Square semakin kecil dan mendekati nilai 0, maka
variabel independen berpengaruh kecil terhadap variabel dependen (Ghozali,
2018). Apabila nilai Adjusted R-square sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 maka
dikatakan sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998).
3.7.5 Uji Hipotesis
Uji Hipotesis dilakukan menggunakan teknik bootsrapping serta analisis path
coefficients (koefisien jalur). Koefisien jalur berfungsi sebagai penilai arah dan
kekuatan hubungan antar variabel dalam model serta menentukan tingkat
siginifikansi. Nilai koefisien jalur yang mendekati +1 menunjukkan adanya
hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai koefisien jalur yang mendekati -1
menunjukkan adanya hubungan negatif. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p value) hasil bootstrapping. Apabila
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nilai p value < 0,05 maka hipotesis alternatif (H,) diterima, yang berarti terdapat
pengaruh yang siginifikan. Sebaliknya, jika nilai p value > 0,05 maka hipotesis nol
(Ho) diterima, yang berarti tidak ada pengaruh yang siginifikan (Sarstedt et al.,

2017).

3.8 Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho1: Good Government Governance tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Hai: Good Government Governance berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Ho2: Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ha2: Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hoz: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap
kualitas laporan Pemerintah Daerah.

Haz: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap
kualitas laporan Pemerintah Daerah.

Ho4: Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Has: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi dan unit analitis seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar. Sampel pada penelitian ini terdapat pada
Lampiran 2 dan berikut merupakan ringkasan hasil kriteria sampel dan pihak yang
mengisi kuesioner:

Tabel 6. Rincian Jumlah Sampel

No Keterangan SKPD Pihak y.a r.1g Jumlah
Mengisi
1 | Memiliki bagian khusus yang a. Pejabat
bertanggungjawab atas Penatausahaan 29
penyusunan dan pelaporan Keuangan
keuangan serta telah menyusun (PPK) SKPD
dan menyampaikan Laporan 68 b. Bendahara 7
Keuangan tingkat SKPD SKPD
sesuai dengan standar yang ¢. Bagian
berlaku dan dalam periode Akuntansi dan 5
yang telah ditetapkan Pelaporan
TOTAL 68 106

Sumber: Data diolah (2025)
4.1.1 Gambaran Umum Responden

Kuesioner didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Kota Blitar yang memenuhi kriteria sampel yaitu sebanyak 106 kuesioner. Dari
seluruh kuesioner yang didistribusikan, terdapat 105 kuesioner yang kembali dan
dapat diuji. Penyebaran hingga penarikan kuesioner dilakukan dengan jangka

waktu 3 bulan (April-Juni) sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh Badan

41
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Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. Berikut merupakan rangkuman
pendistribusian dan penarikan kuesioner.

Tabel 7. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No Keterangan Jumlah Persentase
1. | Kuesioner yang didistribusikan 106 100%

2. | Kuesioner yang kembali 105 99%

3. | Kuesioner yang tidak kembali 1 1%

4. | Kuesioner yang dapat diolah 105 99%

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 8. Data Distribusi Kuesioner

N PPK-SKPD Beg;‘;f;;‘” Aku]z:ag:;lildan
o SKPD Pelaporan
Dis | Kembal | Dis | Kembal | Dis | Kembal
t i t i t i
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1 1 1 0 0
2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 1 2 2 0 0
3 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1 1 1 1 0 0
4 | Dinas Kesehatan 1 1 1 1 0 0
5 | Puskesmas Kepanjenkidul 0 0 1 1 0 0
6 | Puskesmas Sananwetan 0 0 1 1 0 0
7 | Puskesmas Sukorejo 0 0 1 1 0 0
8 | RSUD Mardi Waluyo 0 0 1 1 0 0
9 | BPBD 1 1 1 1 0 0
10 | Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 1 1 0 0
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 1 1 0 0
12 | Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja 1 1 1 1 0 0
13 | Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 1 0 0
14 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 1 1 1 0 0
15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 1 1 1 0 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
16 | Anak 1 1 1 1 0 0
17 | Dinas Penanaman Modal 1 1 1 1 0 0
18 | Dinas Pendidikan 1 1 1 1 0 0
19 | UPT SMPN 1 0 0 1 1 0 0
20 | UPT SMPN 2 0 0 1 1 0 0
21 | UPT SMPN 3 0 0 1 1 0 0
22 | UPT SMPN 4 0 0 1 1 0 0
23 | UPT SMPN 5 0 0 1 1 0 0
24 | UPT SMPN 6 0 0 1 1 0 0

(dilanjutkan.....)
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N PPK-SKPD Be;‘l‘i‘;,h];‘” Akuﬁ?ag;zlildan
SKPD Pelaporan
0 Dis | Kembal | Dis | Kembal | Dis | Kembal
t i t i t i
25 | UPT SMPN 7 0 0 1 1 0 0
26 | UPT SMPN 8 0 0 1 1 0 0
27 | UPT SMPN 9 0 0 1 1 0 0
28 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 1 2 2 0 0
29 | Dinas Perhubungan 1 1 1 1 0 0
30 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1 1 1 0 0
31 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1 1 2 2 0 0
32 | Dinas Sosial 1 1 1 1 0 0
33 | Inspektorat Daerah 1 1 1 1 0 0
34 | Kecamatan Kepanjenkidul 1 1 1 1 0 0
35 | Kecamatan Sukoerjo 1 1 1 1 0 0
36 | Kecamatan Sananwetan 1 1 1 1 0 0
37 | Kelurahan Bendo 0 0 1 1 0 0
38 | Kelurahan Bendogerit 0 0 1 1 0 0
39 | Kelurahan Blitar 0 0 1 1 0 0
40 | Kelurahan Gedog 0 0 1 1 0 0
41 | Kelurahan Karangsari 0 0 1 1 0 0
42 | Kelurahan Karangtengah 0 0 1 1 0 0
43 | Kelurahan Kauman 0 0 1 1 0 0
44 | Kelurahan Kepanjenkidul 0 0 1 1 0 0
45 | Kelurahan Kepanjenlor 0 0 1 1 0 0
46 | Kelurahan Klampok 0 0 1 1 0 0
47 | Kelurahan Ngadirejo 0 0 1 1 0 0
48 | Kelurahan Pakunden 0 0 1 1 0 0
49 | Kelurahan Plosokerep 0 0 1 1 0 0
50 | Kelurahan Rembang 0 0 1 1 0 0
51 | Kelurahan Sananwetan 0 0 1 1 0 0
52 | Kelurahan Sentul 0 0 1 1 0 0
53 | Kelurahan Sukorejo 0 0 1 1 0 0
54 | Kelurahan Tanggung 0 0 1 1 0 0
55 | Kelurahan Tanjungsari 0 0 1 1 0 0
56 | Kelurahan Tlumpu 0 0 1 1 0 0
57 | Kelurahan Turi 0 0 1 1 0 0
58 | BKPSDM 1 1 1 1 0 0
59 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 1 1 0 0
60 | Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah 1 1 1 1 5 4
61 | Bappeda 1 1 1 1 0 0
62 | Bagian Hukum 1 1 0 0
63 | Bagian Layanan dan Pengadaan Jasa 0 0 1 1 0 0

(dilanjutkan.....)
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Bagian
N PPK-SKPD Begl‘i‘;,h];'r“ Akuntansi dan
SKPD Pelaporan
° Dis | Kembal | Dis | Kembal | Dis | Kembal
t i t i t i
64 | Bagian Organisasi 0 0 1 1 0 0
65 | Bagian Pemerintahan 0 0 1 1 0 0
66 | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan 0 0 1 1 0 0
67 | Bagian Umum 1 1 2 2 0 0
68 | Sekretaris Daerah 0 0 0 0 0 0
69 | DPRD 1 1 1 1 0 0
TOTAL 29 29 72 72 5 4
TOTAL KEMBALI 105
TOTAL DISTRIBUSI 106
PERSENTASE 99%

Sumber: Data diolah (2025)

4.1.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan data dari hasil penelitian, dapat dideskripsikan mengenai

karakteristik responden pada tabel yang mana menggambarkan mengenai latar

belakang pegawai pemerintah daerah yang menjabat sebagai PPK-SKPD,

Bendahara SKPD, dan Bagian Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 9. Karakteristik Responden

Data Keterangan Jumlah Persentase
(%)
) : Perempuan 66 63%
Jenis R Laki-Laki 39 37%
> 55 th 12 11%
36-45 th 32 30%
Umur 25-35th 16 15%
46-55 th 44 42%
<25th 1 1%
Tanpa Gelar 7 7%
SMA/SMK 40 38%
Pendidikan D3 16 15%
D4/S1 37 35%
S2 5 5%
Jurusan Akuntansi 25 24%

(dilanjutkan.....)
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P t
Data Keterangan Jumlah er(soe/zl) ase
Manajemen 10 10%
Administrasi 8 8%
Ekonomi 2 2%
Lainnya 60 57%
>10 th 85 81%
Lama Bekerja 1-5 th 17 16%
6-10 th 3 3%
Sumber: Data diolah (2025)
4.2 Statistik Deskriptif
Tabel 10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Variabel N Min | Max | Mean Stan'da?fd
Deviation
Good Government Governance 105 | 2,50 4 3.48 0.447
(x1)
Sistem Pengendalian Internal (x2) | 105 | 2,43 4 3,36 0,475
Penera.pan Standar Akuntansi 105 | 2.45 4 3.45 0.461
Pemerintahan (x3)
K i D
ompetensi Sumber Daya 105 | 211 | 4 | 330 | 0450
Manusia (x4)
Kualitas Laporan Keuangan
] 105 | 2,73
Pemerintah Daerah (y) 7 4 3,51 0,436

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, terdapat 105 responden. Dari data

tersebut dapat diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut:

a.

Good Government Governance

Good Government Governance memiliki rata-rata sebesar 3,48 dengan

deviasi standar sebesar 0,447. Nilai minimum dari Good Government

Governance adalah 2,5 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

b.  Sistem Pengendalian Internal
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Sistem Pengendalian Internal memiliki rata-rata sebesar 3,36 dengan deviasi
standar sebesar 0,475. Nilai minimum dari Sistem Pengendalian Internal
adalah 2,43 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

c.  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki rata-rata sebesar 3,45
dengan deviasi standar sebesar 0,461. Nilai minimum dari Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan 2,45 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

d. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki rata-rata sebesar 3,30 dengan
deviasi standar sebesar 0,450. Nilai minimum dari Kompetensi Sumber Daya
Manusia adalah 2,11 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.

e.  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki rata-rata sebesar
3,51 dengan deviasi standar sebesar 4,36. Nilai minimum dari Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 2,73 sedangkan nilai

maksimumnya sebesar 4.

4.3 Uji Outer Model
4.3.1 Uji Convergent Validity

Tabel 11. Hasil Uji Convergent Validity

Variabel Item Nilai Outer Keputusan
Loading
Good Goverment Item1 0,767 Valid
Governance (X1) Item?2 0,769 Valid
Item3 0,791 Valid

(dilanjutkan.....)
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Variabel Item Nilai Outer Keputusan
Loading
Item4 0,780 Valid
Item5 0,744 Valid
Item6 0,778 Valid
Item7 0,766 Valid
Item8 0,804 Valid
Item9 0,783 Valid
Item10 0,779 Valid
Sistem Pengendalian Item1 0,784 Valid
Internal (X2) Item2 0,784 Valid
Item3 0,843 Valid
Item4 0,834 Valid
Item5 0,791 Valid
Item6 0,794 Valid
Item7 0,750 Valid
Item8 0,816 Valid
Item9 0,832 Valid
Item10 0,842 Valid
Item11 0,784 Valid
Item12 0,794 Valid
Item13 0,800 Valid
Item14 0,865 Valid
Standar Akuntansi Item1 0,804 Valid
Pemerintahan (X3) Item?2 0,832 Valid
Item3 0,791 Valid
Item4 0,820 Valid
Item5 0,824 Valid
Item6 0,796 Valid
Item7 0,769 Valid
Item& 0,777 Valid
Item9 0,793 Valid
Item10 0,807 Valid
Iteml11 0,806 Valid
Item12 0,769 Valid
Item13 0,783 Valid
Item14 0,784 Valid
Item15 0,784 Valid
Item16 0,784 Valid
Item17 0,777 Valid

(dilanjutkan

)
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(.......lanjutan)

Variabel Item Nilai Outer Keputusan
Loading
Item18 0,794 Valid
Item19 0,771 Valid
Item20 0,811 Valid
Kompetensi Sumber Iteml 0,799 Valid
Daya Manusia (X4) Item2 0,803 Valid
Item3 0,795 Valid
Item4 0,784 Valid
Item5 0,784 Valid
Item6 0,786 Valid
Item7 0,799 Valid
Item8 0,799 Valid
Item9 0,802 Valid
Kualitas Laporan Item1 0,811 Valid
Keuangan Pemerintah Item?2 0,816 Valid
Daerah (Y) Item3 0,810 Valid
Item4 0,828 Valid
Item5 0,817 Valid
Item6 0,781 Valid
Item?7 0,775 Valid
Item8 0,787 Valid
Item9 0,798 Valid
Item10 0,780 Valid
Item11 0,793 Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji validitas, seluruh item pada masing-masing variabel
memiliki nilai outer loading lebih dari 0,707. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh
item dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur pada penelitian.

4.3.2 Average Variance Extraced (AVE)

Tabel 12. Average Variance Extraced (AVE)

Average Variance
Extraced (AVE)
Good Goverment Governance (X1) 0,603
Sistem Pengendalian Internal (X2) 0,655

(dilanjutkan.....)
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(......lanjutan)

Average Variance
Extraced (AVE)
Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) 0,631
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) 0,631
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 0,640

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai AVE dari variabel Good Government Governance, Sistem
Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0,603, 0,655, 0,631, 0,631, dan 0,640.
Nilai ini lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen
memadai dan masing-masing variabel laten mampu menjelaskan lebih dari
setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata.

4.3.3 Uji Reliabilitas

Tabel 13. Uji Reliabilitas Outer Model

. Cornbach's Composite
1 Keput
Variabe Alpha Reliability eputusan

Good Goverment

0,92 0,930 Reliabel
Governance (X1) 927 ) cHabe
Sistem Pengendalian 0.960 0.963 Reliabel
Internal (X2)
Standar Akuntansi

1 Reliabel

Pemerintahan (X3) 0,969 0,97 .
Kompier QSR 0,928 0,939 Reliabel
Daya Manusia (X4) ’ ’
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah 0,944 0,945 Reliabel
Daerah (Y)

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's
Alpha diatas 0,70. Hal ini menunjukkan konsistensi dan stabilitas yang tinggi pada

instrumen yang digunakan. Dari hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa
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seluruh konstruk dalam penelitian ini telah terbukti sebagai alat ukur yang sesuai
dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.
4.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel VIF
Good Government Governance (x1) 1,970
Sistem Pengendalian Internal (x2) 1,857
Standar Akuntansi Pemerintahan (x3) 1,164
Kompetensi Sumber Daya Manusia (x4) 1,484

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai VIF dari variabel GGG, SPI, PSAP, dan Kompetensi SDM secara
berturut-turut adalah 1,970, 1,857, 1,164, dan 1,484. Nilai VIF dari keempat
variabel tidak lebih dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas dari masalah
multikolinearitas.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 15. Hasil Uji R-Square

R-square R-square adjusted

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Y)
Sumber: Data diolah (2025)

0,629 0,614

Nilai Adjusted R-square sebesar 0,614 atau 61,4% menunjukkan bahwa
variabel x yaitu Good Government Governance, Sistem Pengendalian Internal,
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia dapat menjelaskan variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sebesar 61,4%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,6%

dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.



4.6 Uji Hipotesis

o1

Tabel 16. Hasil Uji Hipotesis GGG, SPI, PSAP, SDM terhadap Kualitas

LKPD
Original T statistics | P values Keterangan
Sample
GGG 0,258 2,229 0,013 Berpengaruh
SPI 0,078 0,669 0,252 Tidak Berpengaruh
PSAP 0,293 2,879 0,002 Berpengaruh
SDM 0,393 4,325 0,000 Berpengaruh

Sumber: Data diolah (2025)

a.

Good Government Governance memiliki nilai original sample 0,258 yang
menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Good Governance
Government akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sebesar 0,258. Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel
Y yang ditunjukkan oleh nilai T-statistics sebesar 2,229 (>1,65) dan p-value
sebesar 0,013 (<0,05). Dengan demikian, Good Government Governance
berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sehingga Ha; diterima dan Hoi ditolak.

Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai original sample 0,078 yang
menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Sistem Pengendalian
Internal akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sebesar 0,078. Variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y yang
ditunjukkan oleh nilai T-statistics sebesar 0,669 (<1,65) dan p-value sebesar
0,252 (>0,05). Dengan demikian, Sistem Pengendalian Internal tidak
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

sehingga Ho> diterima dan Ha ditolak.
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Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai original sample
0,293 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,293. Variabel X3 berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai T-statistics sebesar
2,879 (>1,65) dan p-value sebesar 0,002 (<0,05). Dengan demikian,
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seh ingga Ha3 diterima dan
Hos ditolak.

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai original sample 0,393
yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sebesar 0,393. Variabel X4 berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai T-statistics sebesar 4,325
(>1,65) dan p-value sebesar 0,000 (<0,05). Dengan demikian, Kompetensi
Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah sehingga Has diterima dan Hos ditolak.

Pembahasan
Good Government Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Good Government Governance atau tata kelola pemerintah yang

baik memiliki nilai p value sebesar 0,013 dengan nilai path coefficient 0,258
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terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat
disimpulkan bahwa Good Government Governance berpengaruh positif terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menujukkan
bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Government Governance. Zai et al.
(2020), mengungkapkan bahwa dalam mencapai kualitas laporan keuangan
pemerintahan yang baik harus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih sebagai perwujudan efektivitas dan efisiensi dalam
pengelolaan daerah.

Semakin baik pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan, maka
semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan karena prinsip-prinsip
good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas mendorong
pengelolaan keuangan yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu,
dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun kebijakan,
transparansi penggunaan dana kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya
yang dimiliki dengan efektif dan efisien merupakan praktik prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang secara nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Nirwana & Darmawaty (2023) dan Zai et al. (2020) yang menyatakan bahwa Good
Government Governance berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.
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4.7.2 Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai p value sebesar 0,252
dengan nilai path coefficient 0,078 terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak
berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa SKPD belum sepenuhnya mampu melaksanakan
dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik. Hal ini juga
ditunjukkan oleh fakta pengungkapan beberapa kasus korupsi yang menjadi bukti
konkret bahwa SPI tidak berjalan dengan efektif. Sumaryati et al., (2020)
mengungkapkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Internal yang tidak
optimal menyebabkan SPI tidak memberikan dampak yang siginifikan terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Blitar memperoleh opini WTP yang
menunjukkan bahwa laporan keuangan berkualitas baik. Hal ini karena Kota Blitar
berhasil memastikan laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi standar
kewajaran material yang disyaratkan oleh BPK. Keberadaan SDM yang kompeten
yang mampu menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar
yang berlaku dapat menopang kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumaryati et al., (2020)
dan Philadhelpia et al., (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian

Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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Meskipun laporan keuangan mendapatkan opini WTP, Sistem Pengendalian

Internal masih belum diimplementasikan dengan efektif.

4.7.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai p value sebesar
0,002 dengan nilai path coefficient 0,293 terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota
Blitar telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dan
penyusunan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang
berkualitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hidayat et al.
(2021), menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
menentukan prasyarat normatif yang perlu diterapkan agar laporan keuangan
pemerintah dapat memenuhi kualitas yang baik, sehingga dalam menyusun dan
melaporkan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif dari
laporan yang telah ditetapkan.

Penerapan PSAP meningkatkan kualitas laporan keuangan karena PSAP
berfungsi sebagai pedoman yang baku dan sistematis dalam pencatatan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Dengan
menerapkan PSAP, laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya,

informasi yang disajikan tepat waktu untuk pengambilan keputusan, serta terbebas
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dari kesalahan yang bersifat material. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai
dengan standar yang ditetapkan, seperti penggunaan basis akrual dalam pengakuan
aset dan kewajiban, penggunaan basis kas dalam pengakuan beban dan pendapatan,
serta penyusunan laporan konsolidasi yang mencakup laporan tingkat SKPD. Selain
itu, laporan keuangan yang menerapkan PSAP dapat dibandingkan karena konsisten
antarperiode dan entitas serta informasi yang disajikan menggunakan bahasa yang
dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakuan oleh Haryanto (2023) dan Maulana (2021) yang menyatakan bahwa
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas
dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4.7.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai p value sebesar
0,000 dengan nilai path coefficient 0,393 terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya
Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada
bagian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Blitar kompeten dan dapat
menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
Sumber Daya Manusia pada bagian pengelolaan keuangan telah memahami aturan
dalam penyusunan laporan keuangan serta menerapkan pembagian tugas dan

kewajiban sesuai dengan jabatan yang dimiliki.
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Dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, Sumber Daya
Manusia sangat signifikan dan menjadi pendorong utama suatu entitas (Pramudita
et al., 2024). Keberhasilan dalam mencapai kualitas laporan keuangan sangat
bergantung pada Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan
memahami standar yang berlaku. Hal ini karena SDM yang kompeten memiliki
pemahaman terhadap peraturan dan standar yang berlaku sebagai dasar dalam
penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SDM yang kompeten mampu membuat,
menyusun, dan menyajikan laporan keuangan, serta mengetahui kewajiban, kode
etik, dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Bawono et al., (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi
Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

4.8 Impikasi Penelitian
4.8.1 Implikasi Teoretis

Stewardship theory yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991)
menjelaskan situasi ketika pemerintah yang bertindak sebagai manajer berfokus
pada akuntabilitas dan pelayanan kepada publik yang bertindak sebagai pemilik
alih-alih kepentingan pribadi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini,
manajer dipercaya memiliki intergritas tinggi dan tanggung jawab dalam
pengelolaan sumber daya serta memiliki kepentingan yang sejalan dengan pemilik
untuk kepentingan utama organisasi (Zanra, 2024). Dalam penelitian ini, ditemukan

bahwa Good Government Governance (GGG), Standar Akuntansi Pemerintahan
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(PSAP), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif
terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil ini
menguatkan pandangan dalam teori stewardship yang menyebut bahwa dalam
lingkungan organisasi publik hubungan bersifat kooperatif. Nilai-nilai seperti
transparansi, tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan pada prinsip tata kelola
sangat menentukan kualitas hasil kerja yang mana tidak memerlukan pengawasan
yang ketat atau mekanisme kontrol yang kompleks (Zanra, 2024). Seperti yang
dijelaskan oleh Nirwana & Darmawaty (2023), tata kelola yang memenuhi prinsip
- prinsip yang ada mencerimkan pelayanan dan tanggung jawab pemerintah dalam
pengelolaan keuangan dan sumber daya secara efektif untuk kesejahteraan
publik. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kompetensi Sumber Daya
Manusia dan PSAP sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan
dan laporan yang disajikan.

Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penelitian ini tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan atau kontrol yang
formal tidak cukup untuk menjamin kualitas laporan keuangan tanpa didukung
dengan pelaksana yang memiliki integritas dan tanggung jawab. Hal ini
menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan tidak hanya bersifat
administratif, tetapi harus ditunjang oleh budaya organisasi dan nilai-nilai moral
individu (Wahyudin, 2022). Namun demikian, keberadaan Sistem Pengendalian
Internal (SPI) tetap sangat diperlukan sebagai fondasi struktural dalam mencegah

penyimpangan, mendeteksi kesalahan, serta memastikan kepatuhan terhadap
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prosedur yang berlaku, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas
implementasi dan integritas para pelaksana. Oleh karena itu, hasil dari penelitian
ini memperluas pemahaman bahwa dalam lingkup pemerintahan daerah, kualitas
dari laporan keuangan yang disajikan tidak hanya ditentukan oleh sistem
pengendalian atau pengawasan yang hanya bersifat administratif tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia serta penerapan standar yang
berlaku. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan
keseimbangan antara struktur formal dengan nilai-nilai akuntabilitas yang menjadi
dasar dari stewardhsip theory.
4.8.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang penting bagi Pemerintah
Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah
daeraah. Good Government Governance, penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia yang kompeten berpengaruh positif
terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam Good Government Governance,
pemahaman yang baik terhadap aturan-aturan akuntansi, dan tingginya kompetensi
Sumber Daya Manusia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan
kredibilitas dari laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan
peran masyarakat dalam proses perencanaan untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas. Pemerintah Daerah juga perlu memberikan fasilitas seperti sosialisasi
dan pelatihan kepada perangkat daerah, sehingga mampu memahami dan

mengimplementasikan perkembangan kebijakan akuntansi yang berlaku. Selain itu,
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pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan memiliki keahilan yang relevan serta
mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal
tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan
seharusnya untuk diabaikan. Namun, hal ini dapat mengindikasikan bahwa
pelaksanaan SPI belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini bisa disebabkan
oleh kurangnya pemahaman tentang pengendalian internal atau lemahnya budaya
organisasi. Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam
mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang andal, karena mampu mendeteksi
kesalahan atau penyimpangan dan memapu meminimalisir kecurangan (Indrayani
& Widiastuti, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi sistem
pengendalian yang telah ada baik secara struktur maupun dalam hal pelaksanaan,
memperbaiki kelemahan dan risiko yang ditemukan, serta memastikan bahwa
Sistem Pengendalian Internal telah diterapkan secara optimal dalam proses

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Government
Governance, penerapan Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas
dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Objek penelitian ini adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar dengan melibatkan Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD, Bendahara SKPD, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan
Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Government Governance
berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal
ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Government
Governance. Hasil penelitian ini juga menujukkan bahwa Sistem Pengendalian
Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hal ini mengindikasikan bahwa SKPD Kota Blitar belum sepenuhnya mampu
melaksanakan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik.
Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dan penyusunan laporan keuangan

telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif
terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan
bahwa Sumber Daya Manusia pada bagian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota
Blitar kompeten dan dapat menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai
dengan standar yang berlaku.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung stewardship theory yang
terkait dengan situasi ketika pemerintah yang bertindak sebagai manajer berfokus
pada akuntabilitas dan pelayanan kepada publik yang bertindak sebagai pemilik.
Pemerintah lebih mementingkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi
dalam mencapai tujuan organisasi. Tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang
tinggi dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Sementara itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tidak optimal dan
tidak didukung dengan integritas serta tanggungjawab tidak dapat memberikan
kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai
referensi empiris bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Good
Government Governance, Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan, kompetensi Sumber Daya Manusia, dan kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

peningkatan Good Government Governance, penerapan Standar Akuntansi
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Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia yang kompeten dapat meningkatkan
kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Sistem Pengendalian
Internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah apabila penerapannya tidak optimal dan tidak didukung oleh intergritas dan
akuntabilitas yang kuat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melibatkan peran masyarakat dalam
perencanaan daerah, memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan
bagi pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyajian laporan
keuangan, serta mengevaluasi, memperbaiki, dan memastikan bahwa Sistem

Pengendalian Internal diterapkan secara optimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui

yaitu sebagai berikut:

1.  Interaksi langsung dengan responden diperlukan untuk memastikan
pemahaman yang tepat terhadap isi kuesioner dan keakuratan dalam
pengisian. Namun, dalam penelitian ini mekanisme penyebaran kuesioner
dilakukan melalui satu SKPD yaitu BPKAD kepada masing-masing SKPD,
sehingga peneliti tidak dapat berinteraksi langsung dengan responden.

2. Kuesioner bersifat self-sassesment yang dapat menimbulkan bias dan
mengurangi objektivitas.

3. Pengisian kusioner memakan waktu yang cukup lama karena rendahnya

tingkat respons dan perhatian dari sebagian SKPD.
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5.3 Saran

Dengan didasari oleh hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan

peneliti adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengikuti
perkembangan standar akuntansi yang berlaku, memperhatikan kompetensi
dari sumber daya manusia yang terlibat, serta mengevaluasi dan memastikan
Sistem Pengendalian Internal yang ada telah dilaksanakan secara optimal.
Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian di
tingkat provinsi agar dapat lebih representatif dan dapat mencerminkan
kondisi yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya juga diharapkan
mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti budaya organisasi,
sistem informasi keuangan daerah, dan audit internal/eksternal, sehingga
dapat memeroleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor

yang memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1.

4. Setiap pernyataan harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Baik)

Pengisian  Kuesioner  dilakukan  oleh

telah bekerja minimal 1 tahun.

PPK-SKPD,
(penerimaan/pengeluaran), dan staf bidang akuntansi dan keuangan yang

bendahara

Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi

responden.

1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2 : Tidak Setuju (TS)

3 : Setuju (S)

4 : Sangat Setuju (SS)

identitas

. Untuk menjawab kuesioner, pilih satu jawaban yang sesuai pada daftar
jawaban yang telah tersedia dengan keterangan sebagai berikut:

No. | Pertanyaan STS [TS |[S SS

Bertanggungjawab

1 OPD tempat saya bekerja selalu
mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam
menyusun kebijakan.

2 OPD tempat saya bekerja selalu merespons
apabila terjadi keluhan masyarakat terkait
dengan program kegiatan sesuai dengan tupoksi
yang menjadi tanggung jawabnya.

3 OPD tempat saya bekerja selalu menyelesaikan
setiap keluhan masyarakat sesuai dengan
tupoksinya dengan tepat waktu.

Transparansi

4 Peningkatan  sistem komunikasi tiap-tiap
organisasi dengan masyarakat dalam melakukan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
adalah penting.

5 Penggunaan  dana  disampaikan  kepada
masyarakat secara terbuka.
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No. | Pertanyaan STS | TS SS
6 Melakukan sosialisasi program dan kebijakan
kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan
kepada masyarakat.
Integritas dan Kepatuhan Hukum
7 OPD tempat saya bekerja mengikutsertakan
pegawai dalam membuat kebijakan.
8 OPD tempat saya bekerja memberlakukan
hukum yang telah dibuat kepada seluru pegawai.
Efisiensi dan Efektivitas
9 OPD tempat saya bekerja dalam mengelola
sumber daya yang dimiliki dengan berdasar
prinsip efektivitas.
10 | OPD tempat saya bekerja selalu bekerja
menggunakan prinsip efisiensi.
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
No. | Pertanyaan STS | TS SS

Lingkungan Pengendalian

1

OPD tempat saya bekerja memiliki peraturan
yang mengatur masalah etika perilaku dalam
melakukan suatu pengendalian.

Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja selalu
mengambil  tindakan = yang tegas atas
pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku
pegawai.

Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja secara
terus menerus melakukan penilaian terhadap
kualitas pengendalian internal.

Peni

laian Risiko

Pemimpin telah melakukan analisis risiko secara
lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan
timbulnya  pelanggaran terhadap  sistem
akuntansi.

Risiko pelaksanaan program dan kegiatan telah
diidentifikasi di tiap tingkatan.

Pemimpin mengidentifikasi kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk menangani
risiko.
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No.

Pertanyaan

STS

TS

SS

Aktivitas Pengendalian

7

Pemimpin selalu memiliki rencana pengelolaan
pelanggaran terhadap sistem dan prosedur
akuntansi.

Pemimpin dan pegawai telah memahami tujuan
dari kegiatan pengendalian.

Informasi dan Komunikasi

9

OPD tempat saya bekerja telah menerapkan
sistem informasi dan komunikasi untutk
melaksanakan tanggung jawab.

10

OPD tempat saya bekerja menyediakan
informasi tepat waktu, memungkinkan untuk
dilakukan tindakan korektif secara tepat.

11

OPD tempa saya bekerja membebankan tugas
dan mengkomunikasikan kepada pegawai
dengan jelas dan mudah dipahami.

Pemantauan Pengendalian Internal

12

OPD tempat saya bekerja telah melakukan
perbaikan pengendalian internal sebagai tindak
lanjut dari penilaian terhadap  kualitas
pengendalian internal.

13

Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja selalu
mengevaluasi dan mereview temuan yang
menunjukkan adanya kelemahan dan perlu
adanya perbaikan.

14

Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja
menetapkan tindakan yang memadai untuk
menindaklanjuti rekomendasi temuan dengan
tepat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

No.

Pertanyaan

STS

TS

SS

PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

1 Penyusun laporan keuangan pada OPD tempat
saya bekerja telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2 OPD tempat saya bekerja telah menggunakan

basis akrual untuk mengakui aset dan kewajiban.
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Pertanyaan

STS

TS

SS

OPD tempat saya bekerja telah menggunakan
basis kas untuk mengakui pendapatan dan
belanja.

PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

4 OPD tempat saya bekerja telah mencatat
pendapatan sesuai dengan asas bruto.

5 OPD tempat saya bekerja telah mengakui
pengeluaran dari rekening kas sebagai belanja.

6 OPD tempat saya bekerja telah mengakui

penerimaan pembiayaan saat diterima di
rekening kas.

PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas

7 Telah menyusun Laporan Arus Kas sesuai SAP
yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, pendanaan, dan investasi.

8 Telah menggunakan metode langsung dalam
pencatatan arus kas operasi.

PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

9 OPD tempat saya bekerja telah menyajikan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang
meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam
laporan keuangan.

PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan

10 | OPD tempat saya bekerja telah mengakui
persediaan pada saat diterima atau hak milik
berpindah.

11 | OPD tempat saya bekerja telah melakukan
pencatatan persediaan berdasarkan inventarisasi
fisik.

PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi

12 | OPD tempat saya bekerja telah mengakui kas
yang dikeluarkan sebagai investasi setelah
memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat
diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.

PSAP No. 7 tentang Aset Tetap

13 | OPD tempat saya bekerja telah

mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
operasi entitas.
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No. | Pertanyaan STS | TS SS

14 | OPD tempat saya bekerja telah mencatat aset
tetap sebesar biaya perolehan.

PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

15 | OPD tempat saya bekerja telah mengungkapkan
informasi konstruksi dalam pengerjaan.

16 | OPD tempat saya bekerja telah memindahkan
konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap jika
pengerjaan konstruksi telah selesai.

PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban

17 | Pada OPD tempat saya bekerja, kewajiban
diakui pada saat dana pinjaman diterima atau
pada saat kewajiban timbul dan dicatat sesuai
dengan nilai nominal.

PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan

18 | OPD tempat saya bekerja telah melakukan
koreksi yang merupakan tindakan pembetulan
agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan
seharusnya.

PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

19 | OPD tempat saya bekerja telah menyajikan
laporan konsolidasi yang mencakup semua
laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.

PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

20 | OPD tempat saya bekerja telah menyusun
laporan operasional yang mencakup
pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos
luar biasa pada periode akuntansi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

No. | Pertanyaan STS | TS SS

Pengetahuan

1 Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010

mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual dengan baik.

Saya memiliki pemahaman terhadap peraturan
dan standar pelaporan keuangan memengaruhi
kualitas informasi.
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No. | Pertanyaan STS | TS SS

3 Saya memahami pedoman mengenai prosedur
dan proses akuntansi dengan baik.

Keterampilan

4 Saya mampu membuat jurnal untuk setiap
transaksi dengan tepat berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

5 Saya mampu memposting jurnal ke buku besar
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

6 Saya mampu menyusun dan menyajikan Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan
baik  berdasarkan Standar  Akuntansi
Pemerintahan.

Sikap dan Perilaku

7 Saya mengetahui kewajiban sebagai Pegawai
Negeri Sipil dalam menjalankan tugas.

8 Saya menolak intervensi dari atasan yang dapat
menimbulkan pelanggaran terhadap aturan.

9 Saya selalu bekerja dengan mengedepankan
etika dan kode etik sebagai seorang Pegawai
Negeri Sipil.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
No. | Pertanyaan STS | TS SS
Relevan
1 Laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD

tempat saya bekerja mampu memberikan
informasi yang dapat mengevaluasi kinerja di
masa lalu.

2 OPD tempat saya bekerja menyajikan laporan
keuangan secara tepat waktu.

3 OPD tempat saya bekerja menyajikan laporan
keuangan secara lengkap mencakup semua
informasi akuntansi.

4 OPD tempat saya bekerja memberikan
informasi laporan keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Andal
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Pertanyaan

STS

TS

SS

Transaksi yang disajikan oleh OPD tempat saya
bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan
keuangan.

Informasi yang disajikan dalam OPD tempat
saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat
material.

OPD tempat saya bekerja menyajikan informasi
sebagai kebutuhan umum dan tidak berpihak
pada pemangku kepentingan.

OPD tempat saya bekerja informasi keuangan
yang dihasilkan dapat diuji.

Informasi dalam laporan keuangan yang
disajikan oleh OPD tempat saya bekerja teruji
kebenarannya.

Dapat Dibandingkan

10

Informasi keuangan yang disajikan oleh OPD
tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya.

Dapat Dipahami

11

Informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD
tempat saya bekerja dapat dipahami oleh
pengguna.
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Lampiran 2. Sampel Penelitian

No. SKPD
1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4 Dinas Kesehatan
5 Puskesmas Kepanjenkidul
6 Puskesmas Sananwetan
7 Puskesmas Sukorejo
8 RSUD Mardi Waluyo
9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10 | Satuan Polisi Pamong Praja
11 Dinas Komunikasi dan Informatika
12 | Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
13 Dinas Lingkungan Hidup
14 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 | Dinas Penanaman Modal
18 Dinas Pendidikan
19 | UPT SMPN 1
20 | UPT SMPN 2
21 | UPT SMPN 3
22 | UPT SMPN 4
23 | UPT SMPN 5
24 | UPT SMPN 6
25 | UPT SMPN 7
26 | UPT SMPN 8
27 | UPT SMPN 9
28 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29 | Dinas Perhubungan
30 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
32 | Dinas Sosial
33 Inspektorat Daerah
34 Kecamatan Kepanjenkidul
35 | Kecamatan Sukoerjo
36 | Kecamatan Sananwetan
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No. SKPD
37 | Kelurahan Bendo

38 | Kelurahan Bendogerit

39 | Kelurahan Blitar

40 | Kelurahan Gedog

41 | Kelurahan Karangsari

42 | Kelurahan Karangtengah

43 | Kelurahan Kauman

44 | Kelurahan Kepanjenkidul

45 | Kelurahan Kepanjenlor

46 | Kelurahan Klampok

47 | Kelurahan Ngadirejo

48 | Kelurahan Pakunden

49 | Kelurahan Plosokerep

50 | Kelurahan Rembang

51 | Kelurahan Sananwetan

52 | Kelurahan Sentul

53 | Kelurahan Sukorejo

54 | Kelurahan Tanggung

55 | Kelurahan Tanjungsari

56 | Kelurahan Tlumpu

57 | Kelurahan Turi

58 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
59 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60 | Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
61 Bappeda

62 | Bagian Hukum

63 | Bagian Layanan dan Pengadaan Jasa
64 | Bagian Organisasi

65 | Bagian Pemerintahan

66 | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan
67 | Bagian Umum

68 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Lampiran 3. Tabulasi Data Responden Penelitian

Good Government Governance (X1)

GGG4

Total

29
31

30
30
37
30
38

30
31

31

30
30
33

30
37

34
30
34
38
40

36
36
38

34
33
40

30
31

40

31

40

38
37
39
38
31

40

29
37
36
31

36
40

33
40

32
36

30
29
40

30
36
40

GGG10

GGG

GGG8

GGG7

GGG6

GGGS5

GGG3

GGG2

GGG1

Resp.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25

26
27

28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

42

43

44
45

46
47

43

49

50
51

52
53
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Good Government Governance (X1)

GGG4

Total

32
39
25

38
40

29

30
39

34
29
40

38

30
40

33
40

29
29
40

30
40

40

31

28

39
40

30
28

37
39
40

40

28

37
32
40

39
40

28

37
40

40

31

31

37
36
40

40

35

26
40

40

GGG10

GGGY

GGG8

GGG7

GGG6

GGGS5

GGG3

GGG2

GGGl

Resp.

54
55
56
57
58
59
60
61

62

63

64

65

66
67

68

69

70
71

72
73

74
75

76
77
78

79
80

81

82
83

84
85

86
87
88
89
90
91

92
93

94
95

96
97

98

99
100
101
102
103
104
105
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Total

44
43

43

39
43

41

55
43

45

50
42
42
44
42

51

42
42
46

44
56

51

48

54
53

42
53

42

42

56
36
34
36
35
34
56
52
56
56
42

42

42
42
54
43

56
45

45

43

40

56
41

45

53

44

SPI14

SPI13

SPI12

SPI11

SPI10

SPI9

SPI8

SP17

Sistem Pengendalian Internal (X2)
SPI6

SPIS

SPI14

SPI3

SPI2

SPI1

Resp.

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31

32
33
34
35
36
37
38

39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
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Total

51

36
42

53

42
39
56
51

42

56
47

41

56
44
56
41

41

56
41

55
56
44
41

47

45

41

41

41

50
56
56
41

43

50
56
56
56
41

53

56
56
43

40

56
54
52
56
48

41

51

56

SPI14

SPI13

SPI12

SPI11

SPI10

SPI9

SPI8

SP17

Sistem Pengendalian Internal (X2)
SPI6

SPIS

SPI14

SPI3

SPI2

SPI1

Resp.

55
56
57
58

59
60
61

62
63

64
65

66
67
68

69
70
71

72
73

74
75

76
71
78

79

80
81

82
83

84
85

86
87
88

89
90
91

92
93

94
95

96
97
98

99

100
101

102
103

104
105
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Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Total

61

75

61

61

79
60
76
59
60
74
63

61

74
59
65

61

61

75

61

77
68

62

71

72

60
72
61

76
49

64
51

79
80

PSAP20

PSAP19

PSAP18

PSAP17

PSAP16

PSAP1S

PSAP14

PSAP13

PSAP12

PSAPI11

PSAP10

PSAPY

PSAP8

PSAP7

PSAP6

PSAPS

PSAP4

PSAP3

PSAP2

PSAP1

Resp.

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25

26

27

28

29
30
31

32
33

87



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Total

50
80
74
50
50
71

70
72
71

71

60
80
61

73

60
59
80
68

79
69
58
75

50
80
72
60
60
80
79
60
80
69
60

PSAP20

PSAP19

PSAP18

PSAP17

PSAP16

PSAP1S

PSAP14

PSAP13

PSAP12

PSAPI11

PSAP10

PSAPY

PSAP8

PSAP7

PSAP6

PSAPS

PSAP4

PSAP3

PSAP2

PSAP1

Resp.

34
35
36
37
38

39
40

41

42
43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58

59
60
61

62

63

64
65

66
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Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

PSAP8

Total

78

80
80
74
62

80
60
80
75

78

80
61

80
60
60
70
67
80
80
60
76
80
80
60
79
60
80
80
80
61

63

79
74

PSAP20

PSAP19

PSAP18

PSAP17

PSAP16

PSAP1S

PSAP14

PSAP13

PSAP12

PSAPI11

PSAP10

PSAPY

PSAP7

PSAP6

PSAPS

PSAP4

PSAP3

PSAP2

PSAP1

Resp.

67
68

69
70

71

72
73

74
75

76
71
78

79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93

94
95

96
97

98

99
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Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Resp, PSAPI PSAP2 PSAP3 PSAP4 PSAPS PSAP6 PSAP7 PSAPS PSAP9 PSAP10 PSAPI1 PSAP12 PSAPI13 PSAP14 PSAPIS PSAP16 PSAP17 PSAPI18 PSAP19 PSAP20 Total
100 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 75
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 79
102 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 65
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
104 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 76
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
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Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)

SDM3

Total

25

25

25

26
31

24
30
25

25

29
24
23

30
25

25

25

25

30
25

26
26
24
26
27
23

32
24
32
32
24
32
32
32
27
24
25

28

32
24
24
24
24
20
24

18
27

27

24
23

26
21

26
32
24
30

18

SDM9

SDM8

SDM7

SDM6

SDMS5

SDM4

SDM2

SDM1

Resp.

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31

32
33
34
35
36
37
38

39
40

41

42
43

44
45

46

47

43

49

50
51

52
53
54
55
56
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Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)

SDM3

Total

32
25

24
24
25

25

25

32
20
24
32
26
32
30
24
25

24
25

20
29
28

24
24
25

24
23

25

32
32
24
24
32
32
24
32
24
25

30
18
24
23

28

30
26
30
24
24
32
32

SDM9

SDM8

SDM7

SDM6

SDMS5

SDM4

SDM2

SDM1

Resp.

57
58

59
60
61

62
63

64
65

66
67

68

69
70
71

72
73

74
75

76
71
78

79
80

81

82
&3
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93

94
95

96
97
98

99

100

101

102
103

104
105

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Total

34
40

LKPDI11

LKPD10

LKPD9

LKPDS8

LKPD7

LKPD6

LKPD5

LKPD4

LKPD3

LKPD2

LKPD1

Resp.
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Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Total

34
34
Iy

34
42

34
34
Iy

33
32
39

34
37

34
34
43

34
42

42

34
40

36

34
42

34
)

43

42

42

42

42

44
33
33
44
44
33
33
33
33
44
38
44
33
40

36
32
44
38
44
44
32
44

30
44
39

LKPDI11

LKPD10

LKPD9

LKPD8

LKPD7

LKPD6

LKPD5

LKPD4

LKPD3

LKPD2

LKPD1

Resp.

10

11
12
13

14
15
16
17

18
19
20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31

32
33
34
35

36
37
38

39
40

41

42
43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
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Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Total

33
33
44
44
33
44
35

33
44
44
44
43

33
33
33
42

40

44
40

33
43

33
33
36
37
44
44
33
44
44
44
33
44
33
44
44
44
33
35

43

44
44
44
41

33
41

44

LKPDI11

LKPD10

LKPD9

LKPD8

LKPD7

LKPD6

LKPD5

LKPD4

LKPD3

LKPD2

LKPD1

Resp.

59
60
61

62
63

64
65

66
67
68

69
70
71

72
73

74
75

76
71
78

79
80

81

82
&3
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93

94
95

96
97

98

99

100
101

102
103

104
105
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Lampiran 4. Statistik Deskriptif

. Observed Observed Standard Number. of
Mean | Median . . observations
min max deviation
used

Intercept | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
RSPI 3,36 3,21 2,43 4,00 0,47 105,00
RSDM | 3,30 3,11 2,11 4,00 0,45 105,00
RGGG | 3,48 3,60 2,50 4,00 0,45 105,00
RPSAP | 3,45 3,55 2,45 4,00 0,46 105,00
RLKPD | 3,51 3,64 2,73 4,00 0,43 105,00

Lampiran 5. Hasil Uji Convergent Validity

Outer
loadings

GGG1 <- GGG 0,767
GGG10 <- GGG 0,779
GGG2 <- GGG 0,769
GGG3 <- GGG 0,791
GGG4 <- GGG 0,780
GGGS <- GGG 0,744
GGG6 <- GGG 0,778
GGG7 <- GGG 0,766
GGG <- GGG 0,804
GGGI <- GGG 0,783
LKPDI <- LKPD 0,811
LKPD10 <- LKPD 0,780
LKPDI11 <- LKPD 0,793
LKPD2 <- LKPD 0,816
LKPD3 <- LKPD 0,810
LKPD4 <- LKPD 0,828
LKPD5 <- LKPD 0,817
LKPD6 <- LKPD 0,781
LKPD7 <- LKPD 0,775
LKPDS8 <- LKPD 0,787
LKPD9 <- LKPD 0,798
PSAP1 <- PSAP 0,804
PSAP10 <- PSAP 0,807
PSAP11 <- PSAP 0,806
PSAP12 <- PSAP 0,769
PSAP13 <- PSAP 0,783
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Outer

loadings
PSAP14 <- PSAP 0,784
PSAP15 <- PSAP 0,784
PSAP16 <- PSAP 0,784
PSAP17 <- PSAP 0,777
PSAP18 <- PSAP 0,794
PSAP19 <- PSAP 0,771
PSAP2 <- PSAP 0,832
PSAP20 <- PSAP 0,811
PSAP3 <- PSAP 0,791
PSAP4 <- PSAP 0,820
PSAPS5 <- PSAP 0,824
PSAP6 <- PSAP 0,796
PSAP7 <- PSAP 0,769
PSAPS <- PSAP 0,777
PSAP9 <- PSAP 0,793
SDM1 <- SDM 0,799
SDM2 <- SDM 0,803
SDM3 <- SDM 0,795
SDM4 <- SDM 0,784
SDMS5 <- SDM 0,784
SDM6 <- SDM 0,786
SDM7 <- SDM 0,799
SDMS <- SDM 0,799
SDM9 <- SDM 0,802
SPI1 <- SPI 0,784
SPI10 <- SPI 0,842
SPI11 <- SPI 0,795
SPI12 <- SPI 0,794
SPI13 <- SPI 0,800
SPI14 <- SPI 0,865
SPI2 <- SPI 0,784
SPI3 <- SPI 0,843
SPI4 <- SPI 0,834
SPI5 <- SPI 0,791
SPI6 <- SPI 0,794
SPI7 <- SPI 0,750
SPI8 <- SPI 0,816
SPI9 <- SPI 0,832

Lampiran 6. AVE
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Cronbach's Composite Composite Average variance

alpha reliability (tho _a) | reliability (tho c) extracted (AVE)
GGG 0,927 0,930 0,938 0,603
LKPD 0,944 0,945 0,951 0,640
PSAP 0,969 0,971 0,972 0,631
SDM 0,928 0,939 0,939 0,631
SPI 0,960 0,963 0,964 0,655

Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas Outer Model

Cronbach's Composite Composite Average variance
alpha reliability (tho a) | reliability (rho c) extracted (AVE)
GGG 0,927 0,930 0,938 0,603
LKPD 0,944 0,945 0,951 0,640
PSAP 0,969 0,971 0,972 0,631
SDM 0,928 0,939 0,939 0,631
SPI 0,960 0,963 0,964 0,655
Lampiran 8. Hasil Uji Multikolinearitas
VIF
TSPI 1,857
TGGG 1,970
TSDM 1,164
TPSAP 1,484
Lampiran 9. Hasil Uji R-Square
R-square R-square adjusted
LKPD 0,629 0,614
Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis
Original Sample Stai?dqrd T statistics P values
sample mean deviation
GGG -> LKPD 0,258 0,254 0,116 2,229 0,013
PSAP -> LKPD 0,293 0,316 0,102 2,879 0,002
SDM -> LKPD 0,393 0,389 0,091 4,325 0,000
SPI -> LKPD 0,078 0,063 0,116 0,669 0,252
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